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Capaian Pembelajaran CPL Prodi yang dibebankan pada MK
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
P1 Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum

KU 1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

KK8 Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum
CPMK
CPMK1 Mahasiswa mampu menjelaskan bantuan hukum (S1,P1,KU 1,KK8)
CPMK2 Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif tentang bantuan hukum (S1,P1,KU 1,KK8)
Sub-CPMK
SUBCPMK1 Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan bantuan hukum (CPMK1)
SUBCPMK2 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bantuan hukum (CPMK1)
SUBCPMK3 Mahasiswa mampu menjelaskan Lembaga Bantuan Hukum (CPMK1)
SUBCPMK4 Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum dijamin Negara (CPMK1)
SUBCPMK5 Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi (CPMK2)
SUBCPMK6 Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi (CPMK2)
SUBCPMK7 Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi (CPMK2)
SUBCPMK8 Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi (CPMK2)
SUBCPMK9 Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi (CPMK2)
SUBCPMK10 Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi (CPMK2)



SUBCPMK11 Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi (CPMK2)
SUBCPMK12 Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi (CPMK2)
SUBCPMK13 Mahasiswa mampu menjelaskan Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (CPMK2)
SUBCPMK14 Mahasiswa mampu menjelaskan Kedudukan dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (CPMK2)

Deskripsi MK
Bantuan hukum merupakan mata kuliah wajib mahasiswa dapat mempelajari dasar-dasar tentang bantuan hukum, meliputi; pengertian, sejarah, dasar
hukum bantuan hukum, asas-asas bantuan hukum, beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, bantuan hukum secara litigasi dan non
litagiasi, syarat dan tata cara  pemberian bantuan hukum dan kedudukan dan peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi.

Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

1. -Kontrak Perkuliahan1.Perkenalan 2.Materi3.Teknik Perkuliahan4.Teknik penilaian5.Tugas mahasiswadan Pengantar Bantuan Hukum
2. Konsep Dasar Bantuan Hukum : 1.Pengertian Bantuan Hukum2.Sejarah Bantuan Hukum3.Dasar Hukum Bantuan Hukum
3. Lembaga Bantuan Hukum : 1. Advokat 2. Pembela Publik3. Paralegal
4. Bantuan Hukum dijamin Negara : 1.UUD 19452.KUHAP3.UU Kekuasaan Kehakiman4.UU HAM5.UU Advokat6.UU Bantuan Hukum
5. Bantuan Hukum Secara Litigasi : Tahap Penyidikan
6. Bantuan Hukum Secara Litigasi Tahap Penuntutan
7. Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan
8. Bantuan Hukum Secara Non Litigasi :1.Penyuluhan Hukum2.Konsultasi Hukum
9. -Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Mediasi
10. Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Negosiasi
11. Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Konsiliasi
12. Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Arbitrase
13. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
14. Kedudukan dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
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Minggu ke-
Sub-CPMK (sbg

kemampuan akhir yg
diharapkan)

Penilaian
(indikator)

Penilaian
(kriteria dan

bentuk)

Bentuk & Metode
Pembelajaran, Penugasan

Mahasiswa
[Estimasi Waktu] Materi Pembelajaran [Pustaka] Bobot Penilaian

(%)

Luring Daring

1

SUBCPMK1. Mahasiswa
memahami kontrak
perkuliahan dan mampu
menjelaskan bantuan
hukum

Ketepatan
memahami kontrak
perkuliahan
bantuan hukum

tes
Kuliah dan Diskusi

Ceramah

-Kontrak Perkuliahan1.Perkenalan
2.Materi3.Teknik
Perkuliahan4.Teknik
penilaian5.Tugas mahasiswadan
Pengantar Bantuan Hukum;
[1,2,3,]

1

2
SUBCPMK2. Mahasiswa
mampu menjelaskan
konsep dasar bantuan
hukum

Ketepatan
Mahasiswa dapat
menjelaskan
konsep dasar
bantuan hukum

Tes
Kuliah dan Diskusi

Ceramah

Konsep Dasar Bantuan Hukum :
1.Pengertian Bantuan
Hukum2.Sejarah Bantuan
Hukum3.Dasar Hukum Bantuan
Hukum;
[1,2,4,]

1

3
SUBCPMK3. Mahasiswa
mampu menjelaskan
Lembaga Bantuan
Hukum

Ketepatan
Mahasiswa dapat
menjelaskan
Lembaga Bantuan
Hukum

tes
Kuliah dan Diskusi

Ceramah

Lembaga Bantuan Hukum : 1.
Advokat 2. Pembela Publik3.
Paralegal;
[1,2,5,]

1

4
SUBCPMK4. Mahasiswa
mampu menjelaskan
Bantuan Hukum dijamin
Negara

Ketepatan
menjelaskan
Bantuan Hukum
dijamin Negara

quiz
diskusi kelompok

Case-based
method

Bantuan Hukum dijamin Negara :
1.UUD 19452.KUHAP3.UU
Kekuasaan Kehakiman4.UU
HAM5.UU Advokat6.UU Bantuan
Hukum;
[2,6,7,]

1

5
SUBCPMK5. Mahasiswa
mampu menjelaskan
Bantuan Hukum Secara
Litigasi

Ketepatan
menjelaskan
mengenai Bantuan
Hukum Secara
Litigasi

quiz
Diskusi Kelompok

Case-based
method

Bantuan Hukum Secara Litigasi :
Tahap Penyidikan;
[1,3,4,]

1



6
SUBCPMK6. Mahasiswa
mampu menjelaskan
Bantuan Hukum Secara
Litigasi

Ketepatan
menjelaskan
Bantuan Hukum
Secara Litigasi

quiz
Diskusi Kelompok

Case-based
method

Bantuan Hukum Secara Litigasi
Tahap Penuntutan;
[2,3,5,7,]

1

7
SUBCPMK7. Mahasiswa
mampu menjelaskan
Bantuan Hukum Secara
Litigasi

Ketepatan
menjelaskan
Bantuan Hukum
Secara Litigasi

tes
Kuliah dan Diskusi

Ceramah

Bantuan Hukum Secara Litigasi di
Pengadilan;
[1,2,3,]

1

8 UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya

9
SUBCPMK8. Mahasiswa
mampu menjelaskan
Bantuan Hukum Secara
Non Litigasi

Ketepatan
menjelaskan
Bantuan Hukum
Secara Litigasi

tes
kuliah dan Diskusi

Ceramah

Bantuan Hukum Secara Non
Litigasi :1.Penyuluhan
Hukum2.Konsultasi Hukum;
[3,4,6,]

1

10
SUBCPMK9. Mahasiswa
mampu menjelaskan
Bantuan Hukum Secara
Non Litigasi

Ketepatan
menjelaskan
Bantuan Hukum
Secara Non Litigasi

Quiz
Praktik Mediasi

Case-based
method

-Bantuan Hukum Secara Non
Litigasi Mediasi;
[1,3,5,7,]

1

11

SUBCPMK10.
Mahasiswa mampu
menjelaskan Bantuan
Hukum Secara Non
Litigasi

Ketepatan
menjelaskan
Bantuan Hukum
Secara Non Litigasi

Quiz
praktik negosiasi

Case-based
method

Bantuan Hukum Secara Non
Litigasi Negosiasi;
[1,3,4,6,]

1

12

SUBCPMK11.
Mahasiswa mampu
menjelaskan Bantuan
Hukum Secara Non
Litigasi

Ketepatan
menjelaskan
ketentuan dan
Bantuan Hukum
Secara Non Litigasi

Tes
kuliah dan diskusi

Ceramah

Bantuan Hukum Secara Non
Litigasi Konsiliasi;
[1,2,4,]

1

13

SUBCPMK12.
Mahasiswa mampu
menjelaskan Bantuan
Hukum Secara Non
Litigasi

Ketepatan
menjelaskan
ketentuan dan
Bantuan Hukum
Secara Non Litigasi

Quiz
Praktik Arbitrase

Case-based
method

Bantuan Hukum Secara Non
Litigasi Arbitrase;
[2,3,5,]

1



Dokumen ini dihasilkan dari aplikasi e-OBE https://kurikulum.unri.ac.id/obe

14

SUBCPMK13.
Mahasiswa mampu
menjelaskan Syarat dan
Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum

Ketepatan
menjelaskan
Syarat dan Tata
Cara  Pemberian
Bantuan Hukum

tes
simulasi

Simulasi

Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum;
[2,3,4,]

1

15

SUBCPMK14.
Mahasiswa mampu
menjelaskan Kedudukan
dan Peran Lembaga
Bantuan Hukum
Perguruan Tinggi

Ketepatan
menjelaskan
Kedudukan dan
Peran Lembaga
Bantuan Hukum

tes

Pelaksanaan
pemberian
bantuan hukum
langsung ke
masyarakat

Team Project-
based method

Kedudukan dan Peran Lembaga
Bantuan Hukum Perguruan Tinggi;
[1,3,4,6,]

1

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa


